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DENGAN RAHMAT TUHAN YAMND MAHA ESA

. BUPATI MALUKU TEMNGAHK,

bahwa untuk melaksanakan keientuan Pasal i), Pasal 12 ayat (3],
Pasal 13 ay& (D), Pasal 14 ayar (5), Pasal 19, Pasal 24 ayael (3),
Pagal 25 ayat (V). Pasal 27 ayat (3}, Pasal 28 ayat {2), Pasal 29 ayat
{4, Pasal 30 ayat (& Peraturan Daerah Kabupatesn Maluku Tengah
Nomer 17 Tahun 2012 tenrang Pajak Hotel, periu ditetepkan
dengan Peraturan Bupati

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud pada
hural &, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentanpg Tata Cara
Pemuinguian Pajuk Howel,

Undang-Undang Nomor &0 Tahun 1938 Leniang Penetapan Undang-
Undang Dararar NO 23 Tahun 1957 tentang Pembeniukan Daerah.-
Dacrah 3watantra Tingkat I dalam Wilayah Degrah Swatanra
Tingkat 1 Maluku {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Normor 80, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nermor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nepara
(Lembaran Negare Republik  Indongsia Tahun 2003 Nomer 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}
Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajk Dacrah dan
Retribusi Daerah [Lembaran WNegara Republik I[ndonesia. Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor S0491;

Undang-Undang MNommar 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemermtah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [f.embararn Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repudlik Indonesia
Nomar 1267,



10,

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribugi Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun

2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049),

Undang-Undang Neomor 12 Tahun 2011 teniang Permnbentukan
Peraturan Perundang-undangan ([Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Normor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nornor 52349);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teruang Pemeriniahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah bebernpe kall Lewakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 teniang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 567495
Feraturan Pemerintalh Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan
Batas Wilaysh Kotamadya Daerah Tingkat I Amban (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indopesia Namor 3137);

Peraturan Pemerintah Meormor 58 Tahun 2005 tentang Fengelolaan
Keuangan Daersh [Lemiaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomeor 1640, Tembahan Lembaren Negara Republk Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerittah Nomor. 35 tahun 2016 temtang ketentuan
Umum dan Tata Cara FPermungutan Pajak Daerah {Lernbararn Negare
Republik Indonesia tahun 2016 Noumur 244}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Preduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 2036)

peraturan Daerah Kabupalen Maluku Tengah Nomor 15 Tahun
2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tengah Tehun 2012 Nomor 123).

MEMUTUSEAN

Menetapkan : PERATURAN BUPAT! TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL

BAD |
KETENTUAN UMUM
Pasal |1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.

3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daergh Kabupaten
Mahaku Tengah.



Kepala Badan adalab Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku
Tengah.

Pejabat adalah Pepawai Negeri Sipil vang diberi tugas tertentu o bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangarn.

Hotel adalah flasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel
losmen, gubuk panwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah

pelginapan dan sejenisnya, soita rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dag 10 (sepuluthl,

7.Pengusaha Hotel adalah perorargan aizu Badan yang menyslenggarakan

10.

12.

15,

usaha Hotel untuk dan ams namanya sendirl alau untyk at@s nama pihak
lain yang menjadi tanggungannya.

Rumah kos adaiah rumah yang pengoupzanya sebagian atad seluruhnya
dijadixan sumber pendapatan oleh pemillknya dengan jalan menerima
penghuni pemondokan dengan nmiemmungut vang pemendokan.

Pamk Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disedigkan cieh hotel.
Pemungutan adalah suary rangkaian kegiaan mulai dari penghimpunen
dr;La objek dan subjek palak, penentilan besarnya pajak yang lerutang
sempai kegiatan penagihen pejak kepada wajib pajak serta pengawasen
penyetorannya.

Sigtem  Self Assesment adalah sualu sislem dimana Wajb Pajak  dibert
kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang Leruiang.

Surat Pemberitehuan Pajak Dacrah, yang selanjumya disingkar SPTPD
adalah surat yang oleh Wsjib Pajak digunakan unwmk melaporken
penghitvngan danfatau pembayaran pajek, objek pajak denfarau bukan
¢bjek pojak danfatan bukan harta dan kewsajican sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpljakan dacrak;

Surat Ketetapan Pajk Decrah Kurang Bayar, yang selan jutnya disingkac
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnja Jjumlah
pokok pajak jumlah kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran polkok
pajak, besarnya sanksi acministratil dun jumleh pajak yang masth haras
dibayar.

Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambaharn, yang s.elanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah sural ketelopan pajak wvang rmenentukan
tambanan atas jumlah pajgk yang leluh ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajpk Daerah Nihil, vang selanjutnya disingkal SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menemtukan jumlah pokok pajpk sama
besarnya dengan jumlah kredit pajk atau pajk Uxak tenatang dan tidak
ada kredit papl.
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23,

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentuican jurnlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredi papk lebih besar daripada pajak
yang terutang atan scsharusnya tidak terutang. ‘

Surat Tagihan Pajak Daecrah, yang sc!énjumya disingkat oTPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajek dan atau sankst sdmiresirasi berupa
bunga danfataw denda.

Surat Setoran Pajk Daerah, yang sclajutnyz  disingkar 3SPD, adalah
bukti pembayaran atau penyectoran 'pa;;ak yang télah dilakuUkan dengan
menggunakan [ormulir alau elah dilakukan dengan cara lain ke kas
dacrah meclalu Itempaf. pernbayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah,
Burat Keputusan Pembetulan: adajah sural kepulusan yang membetalkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, danfatau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan  perundang-undangan  perpajakan
dacrah yang terdapat dalam Surat Pemberitehuan Pajak Teratang, Surat
Keietapan Papk Daeral, Sural Ketetapan Fapk Daerah Kurang Bayar,
Surat Keretapan Prjak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Dasrah Nihil, Surat Ketetapan Pgjak Paerah lLebih Bayar, Surat
Taghan Papgk Deerah, Sural Keputusan Pembetuian, atau  Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan sdalah surat keputusan eswas keberatan
mlrlhadap Surat. Pemberitahuan Fajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak:
Daerah Nihil, Surav Ketetapan Pajak Dasrah Lebih Bayar, atau terhaﬁa.p
pemotongan atad pemungutan oleh pihek ketiga yeng digjukan cleh wajib
Pajak.

Putusan Banding adalah Putusan Baden Peradilan pajek atas banding
Eérhadﬁ.p Surai Keputusan Keberatan yang digjukan aleh walib pajek.
Pemerksaan adalah serangkaian kegiataén menghimpun  dan mengoelah

data, keterangan, danfatau buku yanp diaksanakan secara objekuf dan

profesional  berdasarkan suatu  standar pemerissaan ook menguy

kepatuban  pemenuhan kewajban perpajakan  daerah danfatau  unik
tuju':an lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. . |

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan  yarng dilakukan oleh  penyidik untuk mencan  serta
mengumpulkan bult! yang dengan bukli itu membuat terang undak mdana

di bidang pepajakan dasmh yang terjadi serta menemukan lersangkanya.
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BAB T
PENDAF TAKAN DAN FELAPORAN

Bagian Kesam
Pendaftaran
Pagal 2

Seliap Wallb Pagk wailb mendaftarkan usahanva atau objek Pajak Hotel dengan

mengisi formulir pendafltaran Wajb Pajpk dan disampatkan kepada Kepala

Daerah atau Pembat yang ditunjuk palng lampat 30 {tiga puluh) han sebelum

kegiatan Wsaha dirmalai, kecual ditentukan lain.

Formulir Pendafteran Walb Pajok sebagamana dimaksud pada avar (1) diambil

sendirt di Badan Pendapatan Daerah.

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)

wajlid diisi dengan benar, jelas, lengkap' dan ditandatangani oleh Wajib Pajak

dengan melampirkan :

¢. Fetocapy identitas diri/ penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);

b Fotocopy Akta Pendirian Pe.usshaan bagl Badan Usahs;

¢. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha,

. Sural ljin Usaha dari instansi yveng berwenang;

¢. Surat Kuasa apabila pemilik/ pengeiola useha/penanggung jaweb berhalangan
dengan disertal [stocopy KTP, SIM, Paspor dari pemben Kuasa,

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaiamana dimaksud pada ayat 3 (tiga)

harus disampaikan kepada Xepala Dacrah satau Pejabat yang ditunjuk paling

lamber? {tujuh) hari sejak ranggal diterima

Wajib Pajak yang telah mendaltarkan usaharye secbagaimana dimaksud pada
ayat (1), Xepala Daerah menerbitkan .

A Burat Pergukuhan Sebagai Wejb Pungut dengan sistem permungutan pajak
yvang dikenakan;

b, Kartu NPWFD;.

¢, Surat Pemberitahuan,

Apabila Walib Pajrlk tidak melaksanakan kewgjiban sebagaimana dimaksud pada

ayat [1], maka Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk rnenerbitkan NPWPD

secara |mbatan.

Permberitahuan Pemunpgutan sebagawmana dimaksud pada ayar (S} huruf ¢ walb

dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh

pengunj_ung,’tamu Hotel atauw ditempat peribayaran kasmr,
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EBagian Kedua

Pelaporan
Pasal 2

Setiap Wajb Pajak, wajb mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap
ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menvampaikan kepada Kepata Badan

SFIPD sebagaimana dimaksud pads gyar (1), diarnbll sendiri oleh wajb Paprk d
Badan Pendapatan Dasrah.

SPTPD  berisikan pelaporan atas omszet penerimaan bruto Wejib Pajak atas
penyediaan pelayanan hotel dengan dipunput bayaran, termasuk persewaan

ruangan; dan jasa péngunjung_ lainnyé sebagal kelengkapan hotel yvang silatnya
mem berikkan kemudahan dan kenyamanan.

Fenyampaian SPTPD sebagaimana cimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama
10 [sepuluh) hari s¢rglah berakhirnva masa pajak,

fpabile batas waktu penyampajan SPTPD jaeh pada han libur, maka bhatas
wakiu penyampain SP’TF‘D satuh pada satu hari kena bemkuenya.

Penyampaian SPTﬁDs:bagajmana dimaksud pade avat (1) harug disertai
lampiran

a. Dokumen berupa rekapirulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan,

b Rekapitulasi penggunaan berikut tindasan nota pembayaran (ki) atau struk
cash régisier; '

¢, SBPD yang telah dilakukan tindasan.
SFTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak dilandalangani oleh Wajb Pajak

sebagaimana dimaksud peda ayer {1} dan dilampirkan keterangan atad dokumen
scDagaimana dimaksud pada ayar ().

Pagal 4

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk aas permchonan Wajib Pajak dapat
memberkan pepanjangan wakwd penyampaian SFTPD paling lama 7 {ujub) har
Herja.

Permohonan perpanjangan penvampaian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis diseriai alasan yang Jelas

sebhelum berakhirnya batas wakiu penyampaian 3PTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4.

Pasal 5
Wajib Pajsk dengan kemauan sendiri dapal membetulkan SPTPD yang telah

dizsampaiken, dengan menyampaikan sural pernyatasn lerlulis <epada Kepala

Dacrahh  atau Pelabal yang ditunjuk, dalam jangka wakiu 7 (tujuh} han sesua



berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

(2} Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] yang mengakibatkan utang pajak semakin besar, maka dikenakan sanlsi
administrasi berupa bunpga sebesar 2% (dua persen] per buian atas jumlah pajak
kurang bavar dilutung sejak berakhirmya peavampalan SPTPLD sampal dengan
tanggal pembayaran akibat dan pemEELulan SPTPD.

BAB 1
TATA CARA PENGHITUNG PAJAK
Pasal &
Taril Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sapulub persen).

Pazal ¥

(1) Pamk Hoie] dihjtung uituk sctiap nota pembayaran [bil) yang dikeluarkan oleh
Wa)ib Fejak dan etas jumiah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu hotel.

{20 Penghitungan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan cara:

Sewa kamar 1.000.000.00
Sewa ruangan pertemyan 500.00000
Loundry 50. 000.00
Telepon/flax | 150.000.00
Pub fKar fDiecotik 50.000.00
Taxi 60.000.00
Service 15% 201.000.00
Jumlah sebelum Pgjak 2.541.000.00
Pajak Hotel 10% 294 10000

Jumlah yang dibayar konsumen 2.795.100.00

Hasll penjumlahan sebesar Rp 2541000.- [dua jula hma ratus empat puluh satu ribu
rupiahl sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalal; rmeupaken dasar pengenaan
pajak.
RAR IV
FASILITAS HOTEL YANG DINMIKMAT! OLEH BUKAN TAMU HOTEL

Fasald
il}  Penjualan lasilitas hotel antara lun pelay/anan restoran, jasa boga/katering, café
dan sejenisnya, karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (fimes center), salon

kecantikan, spafmassage dan sejenisnya, kolam renang, goll, teknis kepada



()

(1}

pukan tamu Hotel danjatau kepada masyarakat umum, wajb didaftarkan oleh

Wallh Pajak Kepada HKepala Dacrah ataw Pejabal yang ditunjuk.

Atag penjualan :asilitas hotel sebagatmana dimaksud pada aval (i), dikenakan

payk sesual ketentuan Peratarar Dacrah yang berlnku, yakn -

a. Fasiltas restoran, jasa bogafkatering, cafeé dan se)enisnya cikenakan pungutan
paak resoran;

h. Fagilitas hiburan berupa karoeke, diskotik, pub, bai pusal kebugaran, salon
kecantikan, spafmassage dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis dikenakan
pajak hiburan;

c. Fasilitas parkir dikenakan pajak parkir; : ,

Apabila Wajib Pajak Hotel tidak mendafiarkan fasilitas hotel sebagaimana

cimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% [dua puluh

hrma persen) dar jumlah pajak ierutang vang disetorkan terakhir.

BAB Vv
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJak
Bagian Kesatu
Penectapan

Pasal %

Pajak hotel dipungut dengen sistem Self Assessment yang memberikan
kepercayaen Wajib Pajak untuk menghitung, mempearhitungkan, membeyar den
melaporkan sendirl pajak terutang kepada Kepala Daerah.

Wajib Pajak dalam menghitung, memperhilungkan, membayar dan melaporkan

sendirt pajak yvang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, menggurnakan
SPTPD.

Pasal 10

Dalarm jangke waktuz 5 {lime) Tahun scsudah &aat terutangnyd pajak Kepala
Daa‘:r.ﬁh alau Pf.'jabat yang ditunjuk dapat menerbikan :
&, SKPUKE dalam hal ;

1. Apabila berdasarkan hasil pemenksaan atau kelerangan lan, pajak yang
lerutang tidak atau kurang dibayar;

2 Apabila 3PFIPD tidak disampakan kepada Kepala :Daerah dalam jangka
waktu 15 {limabelas) han setelah diterima dan setelah ditegur secara tertulis
kewajban mengisi SPTPD  tidak d']pf:l’luh.l', pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, . .

3. SKPDKBT, apabila ditemukan data bara danfdata yang semula  belum

lerungkap yang menyebabkan penambahan jurnlah pajak yany lerutang;



(2)

{3]

{4)

(=)

(=)

{7

(1

4SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarmya dengan jumlah
kredit pajk alan paplk tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebapzimana dimaksud
pada a:‘,l:aj; (1), huruf a angka 1 dan angka 2, dilcenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% [dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kureng
atau terlambat dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24 {duapuluh empat)
bulan dihitung sejpk terutang pajak sampar dengan diterbitkanya SKPDKB.
Jumlah pajpk yang rerutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufa angka 3 diletapkan secara jsbatan dengzn dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan pajak sebesar 25% jdua puluh hma persen) per bulan dihitung
dari pajak yang <urang aray terlambat dibayar untuk jangka waklu paling lama
24 idua puluh emﬁat] bulan dibitung sejak saan terutangnya pajak sampai r:ir:ngan
diterbitkanya SKPDKB,
Jumlah kekurangan pajak yang lerulang dalam SKPOKBT gebagaimana
dimaksud pada ayat {1} hurul b dikenakan sanksi administras; berupa kenaikan
pajak sebesar 100% (seratus persen) dadi jumlah kekurangan pajak tersebut.
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayar (4 tdek dikenakan apabila Wajib
Pajak melaporkan sendin kekuranganl' prjak yang terufrang sthelum dilakukan
indakan pemeriksaan.
SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayal (4) licak dapat diterbitkan eebelum
didahului dengan penerbilan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
SKPDKBT sebapaimana dimaksud pada ayut {4) dapat diterbitkon Jebth deri )
[satu) kali untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang sama sepanjang ditemukan

lag; daa yang belum terungkap yeng menyebakan pénambahan jumilak pajak
Terutang.

_ Fassl 11
Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagfirnans, dimaksud dalam Pasal 10
ayal {3]' aclalah penetapan besarnya pajak terurang dilakukan cleh Kepala Daersh
atau Pejabar yang ditunjuk, berdasarkan datz yang ada amau keterangan lain yang
dimiliti Pemerintah Dagrah Kabupaten Maluku Tengah.
Penetapan pajak secara Jabalan sebagairnana dimaksud pada ayat (1} dapat
dilakukan apabila :
a, Wajibi Pajak tidak menyelenggarakan penmbukuan dan pencatatan  omzet
usahariya;
b. Wajib Pajak menyelenggarkan pembukian dan pencatatan tetapi tidak lengkap
dan/fatau tidak benar:
c. Wapb Pajak tidak mau menunjukan pembukuan danfatau menclak untuk
dipetiksa danjfatau menclak memberikan keterangan pada saat dilakukan

pemeriksaan;
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d. Wajib Pajak tidak menggunakan nota pembayaran {bidl} yang berseri dan
bermomor arat dan/atan;

e, Wajib  Pajak  wvang  wanpb  melepalisasi rota pembayvaran (b tdak
melegalisasinya tanpa ada persetujuan  RKepala Daerah ataw Pejabat  yang
ditunjuk.

Sepelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksaan elah

melakukan  prosedur pemeriksaan sesua kelertuan peraturan perundang-

undangan yang berlalu.

Penctapan pajk secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yung diperoleh

melalui salah satu atau lebih dari 3 (igs) cara/metode pemeriksaan dengan
raha pan prioritas sebapai borikart .

. Berdasarkan hasil opname kas;

b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;

«. Herdasarken data pembanding.

Perneriksaan hasil opname kag sebapgaimana dimaksud pada ayas (4) buruf a
dilakukan sesuai prosedur yang lazim dilakukan sckurang-Rurangnya sebanyak 3
[iga] keli kunjungan dengan wakiu dan hari yang berbeda. '

Hasil sapname kas .Eehaga.imana dimaksud pada ayat {5 aken dipakai sebagai nilai
omzet per hari yang merupakan nilal rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas
menurut hasil kas cpname tersebul. . '
Pemerlksaan berdasarkan hasil Dberdagarkan penpamaran langsung diokasi
wmpat usaha Wajibh Pajek secbagaimana dimaksud pada ayat 4] hurul b
dilakukan dengan - tindakan penungguan sckurang-kurangnye scbanyak 10
fs¢ puluh} kali sesual jam operasi Dalk secard L&Us mMeonerus mialpun bergslang,
Berdasarkan hasil pengamalan langsung sabigmnlana dimiksud pada ayat [7)
arnzety  penerim&éan  diteksir  dan  chhitunyg berdesarkan  rawraca Juenlab
oengunjung pPer han dan rata-rat@  besarnya pembayaran yang dilakukan
perorangan/pengunjung denganrn dahar menu yang ada pada Wajb Pajak.
Pemeriksaan berdasarkan data pembarding sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
hurul ¢, dilakukan 'dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak
dengan kondisi usaha vang sejeris atau sekelas antara lan dari fasilitas,
Kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secard profesional atan kondisi
usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan lahun atau bulan

sebelumnya.
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Bagian Kedua
Pembayaran
Pasal 12

[{l} Pembayaran pajak terutang harus dilakukan selabgus dan lunas & Kas Daerah
melalui Bendahara Fenesimaan Badan Pendapatan Daerah atau tempal lain yang
ditunjuk, paling lambat 10 {s&puluh) hari setelah berkahirnya Masa Pajak, dengan
menggunakan SSPD.

(2}  Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada han libur, maka batas waktu
pembayaran jatuh pada satu har kerja Bemkuinya.

{3} Apabila pembayaran Masa Pajak terueang dilakukan  setzlah jatuh  tempo
perrbayaran =ebagaimana dimaksud pada ayar (1), dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka
waktu paling lama 24 [dua pujuh empat) bulan dan ditagih dengan STPD,

Pasal 13
(13 Pajak terutang dalam SKPDKB. S8KPDKBT dan STPD wajib dilunasi dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga pulut) hari sejak tenggal diterbitkan.
(2} Pajak terutang dalam SKPDET dan STPD yang tidak stau kurang dibayar sstelah
Jatuh tempo pamba_;;aran sebageimaena dimaksud pada ayat (1) dikenakan sankai
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 14
Terhaclap ugaha hotel yang dilakukan ates mama sleu tanggungen bcborapa orang
atau badan atau lebih 1 {salwe) vrang atau beberapa baden, maka orang atau badan,
masing-masing pengurus badan diahggep sebagai Wajib Psjak dan bertanggung jawab
atas pernbayaran pajalrysa.

Pasal 13
{11 Dalam hal pembayaran cleh Subjek Pajak alau pengunijung/lamu kepada Wajib
Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atay harga
penggantian dihitung atas dasar haga pasar }'rang wa|ib pada saat Hu,
Marga pasar yang -wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subpgek

Pajak  atau  pengunjung/tamu  lalnnya pada saat itw ditempat  hotel  yang
bersangkutan,

(3] Hubungan istimewa diangpap ada, apabila :

a. Orang pribadi ateu badan pengusaha hotel baik langsung atau tidak langsung
berada dibawah pemilikan atau perguasaan orang pribadi aiau badan yang
sama;

b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% ([dua pulub
lima  persen) alau lebih  dari _']um-_lah modal pada pengusana  hotel yang

bersangkutan.
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(1]

Bagian Keuga
Pembayaran 4Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Pasal 16

Kepala Daerah atau Pejabatl yang ditunjuk atas permoeohonan Wanb Pajak setelah

memenubi persyaratan vang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk

mengangsuf atau mernunda pernbayaran pajsk vang terutang dalam SKPDRB.

SKPDKBT dan STPD dengan dikenakan bunga sebesar 24 {dua persen) per bulan.

Tatacara pembayaran :ugsumn dan penundaan pernbayaran papk terutang
cilakukan sebagal benkuat:

a,

Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsSuran maupun
menunda pembavaran pajak harus menpajukan permohonan sccara tertulis
kepada Kepala Dagrah atau Pejabat yang ditunjuk  dengan discrtai alasan
vang jelas dan melampirkan [otccopy pajak terufang  dalam  SKPDKB,
SKPDKET dan STPD yang digjukan permohonannya

Permohonan sebagaimana dimaksud pada hurul & harus sudah diterima
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 {tujuly bhari sebelum
jaruh tempo pembayaran yang dilakukan;

Permohonan sebagaimana dimaksud pada hurul a hamis melampirkan rincian
utang pajak untuk Masa Pejpk aw@u Tabun Pajak yang bersanghkutan atau
alasan-alasan yang mendukung digivkannya permohonan: _
Permoponan pembayaran secara angsuran maupun penundaar pembayaran
yang disctujul Kepala Dacrali atau Pejabst yang ditunjuk diwangkan dalam
Surat Keputusan, balk Kepulusan peémbayaran SECATd aNESUran MAUpUD

penundean pembayaran, yang barw dikeluarkan setelmh  teriebih  dahulu
mendapat telaakhan dari Kepela Badan Pendapatan.

Pergetujuan tertadap angsuran pajak s¢bageimana dimoksucl pada huruf d
dinyatakan lebil lanpat dajam Surat Perjanjian.
Pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 {lima) kali angsuran dalam
jangka waktu 3fhma) bulan.

Pasal 17

Y

Kepala Daerah  amu Pejabat yang ditujukan dapat menerbitkan Surat Tagihan
Papk Daerah {S1PD} apabila -

L,

Pajk hotel dalam tahun perjalanan tidak atau kurang aibayar;
Darn hasil penelittan SPTPD terdapat kekurangan oembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

Wajib Pajpk dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.



(2

(2)

Jumlah kekuranpan papk yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurat a dan haruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling tama 15 {lima belas] bulan
sejak terutangnya pajolk.

Pajak yang tidak ataw kurang dibayar setelah jatuh tempo penbayaran atau
tedamifat dibayar dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) per bulan dan ditagih dengan STPD. |

Pasal 18

Penagthan pajalk dilakukaﬁ terhadap pajlak yang terurang dalam SKPDKEB,

SKPDKBT dan STPD, Surai Kepuiusan Pembetalan, Surar Kepulusan Kebergtan

dan Pugusan Bandihe vang tdak atau Kumng dibayar setclah jatuby  tempo

pernbayararn. '

Tahapan pelaksanaan penagihan pajpk tenuiang yang ti:dal{ atau Lmrsing dibayar

setelah jatub tempe pembayaran, dianir sebagal berikut

8. Kepala Daerah atau Pejabar yang dilunjuk dalam wakiu sekurang-kurangnya
7{tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan gural teguran atau  surat
peringatan ataw  surat lain yang scienie kepada  Wajib Pajak  setelah
berakhirmya tanggal jaluh lempo pembayaran yang e-cantum dalam Surat
Keretapan Pajak, Sural Pembetulan, sesta Keputusan Keberatan dan Putusan
Randing dengan meminta tanda penerimpan Sural Teguran,

b Kepala Daeral selaku Pejabul menerbjikan Sura. Paksa dan Surar Paksa
lersebut  diberitahukan cleh Jurusita Pajak  kepada wank  Pgjak  atau

penanggung pajak delam wektu paling singket 21 f(dua pulbh satw) hari
setelah Surar Teguran diterima Wajibh Pajak dengan membuat Berite Afara
Pemberitahuan Surat Pakssa;

c. Kepala Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surut Perintabh Melaksanakan
Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penvicaan atas barang-barang
milik Wajb Pajak dalam waxtu paling singkat 2x24 [dua kah dua puluh
empat] jam setelah  pelaksanaanfpemberiiahoan Surat Paksa oleh Kepala
Daerah  denpan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan,

d  Kepala Daerah menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan  Jurusita Pajak
menyampaikanya kepada Walib Pajek apabila ;

1. Wajib Pajk atau penanggung pajak telah melunasi Wtang Pajak dan biaya
penagihan Pajak;
2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;

3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupad.



(2)

[4)

(3]

¢. Kepala Dasrah atau Pejabat yang dilunjuk dalam waktu paling singkat 14
[empat belas} han mengumumkan penjuzlan $ecara lelang atas barang-barang
mulik Wajib Pajpk wang telah disita melalvi meda massa;

. Kepala Daerah menerbitkan sumt kesemovatan Lerakhir untuk melunasi utang
pagk dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajk menyampaikannya
kepada Wajb Pajpak diantarz waktu sehagaimana tersebut pada huruf ¢
sampal dengan waktu sebagaimana tersebut pada huruf g

g Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, melaksanakan penjualan secara
lelang atas barang-barang milik Wapb Pagk bertempat di Badan Urusan
Fiutarng dan Lelang Negara {BUPLN] dalam wakta paling singkat 14 (empat
belas) hari seielah pen.gumuman lelang;

h. Lelang ndak dilaksanakan apubila Wajb Pajax telah melunasi utang pajak
dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan Putusan  Pengadilan atan
Futusan Pengadilan Pajak atau gbjek lelang musnah.

Ketenttan  melalui  pelaksanaan  penagihan pajsk  dengan  Surat  Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sanpai dengan h, diatur sesuai

dengarn ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IPengajuan  keberatan oleh Wajib Pajek tidak mengakibatkan penundaen

pelaksanaan penagihan pajak dengan Sural Paksa. .

Peleksanaan penegihen pajak dengan Surat Pakwa, tidak menggkibatkan

penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan

permbetulan, pcnguraﬁga.n ketetapan dan penghapusan atau pengluangan sanksi

ut.MInISITRR],

Fasal 19

Penaginan pajak dapat dilakukan ssketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo
pembayaran sebagaimena dimaksud dalam Pasal 18 ayat[l), apabila :

£,

Wajib Pajak akan meninggalkan wilayah Kebupaten Maluku Tengah untuk
stlama-lamanya atau berniat vrtuk ity;
Wapb Pajpk memindahkan barang sang dimiliki atau dikwasal dalam rangka

menghenukan atau mengecilkan keglatan perusahaan, atau pekerjaan  vang
dilakukan d Kabupaten Maluku Tengah,

Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajpak akan rmembubarkan badan usahanya
atau rmengeabungkan usabhanya atzir memekarkan usahanya  atau
mernindahtangankan perusanaan yang dimibiki atan dik wasainya atau melakukan
oergzanan beniuk lainnya;

Badan usaha alean dibubarkan olebh Permeriniah Dagrah:

Terjadinya penyitaan aras barang Wajib Papuk oleh pihak ketiga atau terdapat
tanda-tanda kepailitan.
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(2)

(3]

(4}

(1

BaAB W1
NOTA PEMBAYARAN [BILL) DAN CASH REGISTER
Pasgal 20

Setiap Waih Pajgk hotel dalam mencatat ransaksi/penerimaan pembayaran atas
peayanan  hotel, wajb menggunakan nota  pembayaran  (bill, vang telah
diporporasi Pemerimian Kaoupaten Maluku Tongah,

Mota Pembayaran (billl sebagawmana dimaksud pads ayar (1) dapat
dibuar/dicetak atas biaya yang ditanggung sendirl oleh Wajb Pa)ak dan atau
Badan Pendapatan Daecrah.

Nota Pembayaran (il veng pengadaannya dibuat atau dicetak sendiri aleh Wajib
Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih
dahulu diporporasi c:léh Badan Pendapatan Daerah,

Wajib Pakk yang menggunakan Nota Pembeyaran (bl yang tdak diporporasi
cleh Badan Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

sedesar 2% (duz peraen) dari dasar pengenaan pajk.

Pasal 21

Tata cara penggunean Neta Pembayaram (b)) diatur sebagai berikay

A. Nota Pembayaran (billl dibuat sekurang-kurengnya rangkap 3 [tiga) dengan
warna berbede dan laris mermuat
1. Tentang pemakaian fasilitas panunjang dan/acau;

2. Penyerahan pesanan makanan danfatau minuman tarmasuk  juga
tambahannya;

‘Nomar urut cacatan dan yeri;

1

-Nama dan alamat usaha,

5. Macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga
Jual;

6. Jumlah pajsk hetet vang harus dipungut,

. Nota Pembayaran (biff) harus digunakan secara berurutan dimelai dari nomor

bill terkecii dan seri hurud menurut alphatser;

¢. Nota Pembayaran (&) harus diserahkan kepada Subjek Puuk pada saat Wapb

Pajak mengajukan jumlah yang narus dibayar olzh Subjek Pajak  atau
kaonsume:

d. Nota Pembayaran (bif]) yang telah dbayar oleh Subjek Pajk atau konsumen,
dmserahkan:
1. Lembar xesatu,untuk Subjek Pajax arau konsumen;
2. Lembar kedua, untuk Badan Pendapaian Daerah dan;

3. Lembaran ketiga, untuk Wajb Pajak yarg Lesanghk ulan.
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i2)

&1

{1]

(2

Pasal 27

Urmuk menampung perkembeangan ieknotopl perekaman data transaksi usaba,
Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan xomputer al@au mesin oos regisier
derga 1 terlebih dahulu mengajukan permaohanan secara tertulis kepada Kepala
Daerah untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajban melegalisasi Nota
pembavyaran (bidf. .

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujni atau menolak

permohonan Wajb Pajak sebagimana dmaksud pada ayar (1), secara tertulis

Lerdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkar keputusan

Wallk Pajak. Intensitas pelayanan transaks: usahannya Gén kapasitas serta

kemampuan teknis peralatan kompuier alaw mcsin ¢ash register.

Dalam hal Kepala Daerah manyewjui npermchonan Wajb Pajak sebagaimana

dimaksud pade avat [l), Wajib Pajpk wapb:

a. Hasil Transaks! penerima &las pernggunaan kompuier atau mesin cash register
secara berkala dengan melampirkan prine ouf hasil rransaksi pada waktu
menyampaikan SPTPD kepada Kepala Daerah atau Pejabat yung ditunjuk:

b, Menghubungkan peérangkat komputer atau mesin cash register digunakan
dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem  informasi
pemerintah Kabupaten Maluku Tengah secara enline apabila diperlukan,

-Pasal 23

Nota pembayaman (bit], baik yany lertulis aiau dicetak mengg unekan Kompuater
maupun mesin cash reégister, sebagai buku rransak si/penerimaan pembayaran
harus mencantumkan tarif pajak sehesar 10% (sepuluh persen).
Apapila dalam Note pembayaran [bif) yang dibuat/dincstak olch Wajib Pajak tidak
mencantumkan tarif Pajak 10% (sepuluh persen) maka harga sudah termasuk
péjak yang cenitang.

BAB VI

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENCAWASAN
Sagian Kesatuan
Pembukuan
Pasal 24

wajib Pajak wajb menyelenggaraxan pembulkuan sesuai dengan standar akutansi
kenangan lndonesia atan prinsip pembukuan yang berleku secara urmum.
Pencatatan sebagaimana dimakspd pada ayas |1) diselene, garakan dengan sebaik-

bailinya dan harus mencerminkan keacaan alau kegratan usaba scbenarnya.

i




- {3)

Pembulonan dan  pencatalan serta dowumen lain yang berhubungan dengan

kegiatan usaha atau pekerjaan dari Waph Pajak harus disimpan selama 5 (lima)

tahun.

Pazal 25

Tata cara Wajib Pajax menyelenggarakan percalawn ans scliap transaksi penerimaan

pembayaran stbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adatah sebagal berikut

8.

(1}

[3)

(4}

Wajib Pajak menyelenggarakan péncatatan wnEang pendapaian bruto usahanya
secara lke'ngkap dan benar

Pencatatan distlenggarakan secara kronologis berdasarkan uvrutan wakeu;

Apabila Wajib Pajk memiliki iebih dar 1 [saty) unit usaha, maka pencatatan
dilakukan secar terpisah;

Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajpk

berupa. Nota Pembayaran {bif}} atau dokurmen lainnya.

Bagian Kedus
Pemegriksaan
Pasal 265

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, menunjuk Petugas melakukan

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan- kewajibam perpajakan dan twjuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Dacrah tentang Pajak Hotel,

Untuk  keperluan pemeriksaan, Petugas Pumcrikss harus dilengkapl dengan

Tanda Perigenal Pemeriksa dam  Surat  Perimtah  Permeriksaan  gerta

memperithatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Wajib Pajak yeng diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemenksa:

g Momperiihatkan dan atau meminjamkan Duku gldu cilatan dokumen yang
menjad dasarmya dokumen lain yang berhubungan dengen pajak terutang;

B, Memberikan keseémpatan untuk memasuki iempat alau  ruangan yang
dianggap perly dan membent bantuan guna kelancaran pemeriksaan,

¢. Memberi kesempatan Kepada petugas uintuk melac<ukan pemeriksaan kas (kas
opriame), Stok Nota pembavaran (bl maupun mesin cash register yang ada
pada penyelenpggara;

d. Memberikan dawa potensi dan keleranpan yang diperlukan secara  bena,
lengkap dan jelas. ?

Dalam hal Wajib Pajak vang diperiksa tidak memenuhi kewajban sebagaimana

dimaksud pada ayat [3) yang menycbabkan Petugas menemui kesulitan dalam

menghitung nilai peredaran maka unmik pengenaan besarnya pajak terutang

dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan

vang rertingg cakm ] fsatu) Tahun Pajolk terakhir dan  dikenakan sanks:
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8}

{1

[2)

(3)

(1

admimistras: berupa kenaikan sebesar 4 (empiat kab jumbah oaak lerutang yang
scharisnya dibayar.

Hasil penghitungan besarnya pajak :erutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
dapat divsahakan oleh Petugas Pemenksa untule ditetapkan secara jabatan.
Dalam hal pemeriksazn pembukuan alau audil, Kepala Badan Pendapatan
derngan  persetujuan Kepala Daerah dapat menunjuk Konsultan Pajak atau
Auditor untui mendampingt Petugas Pemerksa Pajak.

Uintuk kepentingan pengamanan Perugas Pemeriksa Pajak, -Badan Pendapatan
I>aerah dapat meminta bantuan pengamanan dari Badan Penegek Hukum atau
inztans) terkalt lainnya sesuva dengan lcetentuan peraturan perundang-undangan
yvang herlaku.

Apabila dalam  pengungkapan pembakuan, pencatatan  a@u dokumen  serta
keterangan yang diminta, Wwajglk Paiak ferkait oleh suaint kewajiban  uniuk

merahasiakan ju ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pumeﬁksam,

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 27

Dalam rangka pelaksanoan pengawsasan. pernunguian pejik hotel, Wajib Pajak
berkewajizan melaporkan ‘<epada Kepale Daerah awu Pejalrat yang ditunjuk
paling Iamlﬁat 1 {satuj hari Kerja sabelurn menyglengparakan Kegialan insidentil d
hotel.
Untuk keperluan pelaksanaan perngawasan, hepala Daiah berwenang menunjuk
Pelugas Pengawas yang cdilenghkapt sural (ugas danfatau peralalan [equipmen)
baik sistem meanual dan atao sigcern online (komputerisasi) di hotel.
Pengawasan terhadap pembayaran pajpk melalul sarana pembayaran Wajlb Pajak
sebaganane dimaksud pada ayet (@) dilakukan dengun cara menghubungkan
mesin koroputer yang duniliki Wa)ib Pagk yang dipergunakan sebagai sarana
transaksi penerihaan dengan kKomputer milik pemerintah  kabupaten Maluku
Tengah melalui Sistem Jaringan Informasi Badan Pendap.étan Daerah secara

anfine.

Pasal 28

Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (2} berfungs:
sebagai alar kentrol setiap kegiatan transaksi dan biaya penpadaan peéralatan
tersebut menjadi I{;E-'wajiban pemerintah Daersh.

Waub Pajak barus memebhara peralatan  (egiipment) sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2} dan tidak mengubah program yang ditentukan oleh

Badan Pendapatan Daerah.
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(3]

(%)

3}

(6]

Pencmpatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),
dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan
penghitingan  Gata omzet penjualan dengan batas wakio otertentu danfatan
dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tementu .

Serelah dilgkukan pergawasan dcngan batas wakw wrientu yang ditclapkan oleh
Kepala Daerah atan Pejabar vang diunjuk, maka Walib FPajek Ocrkewa jiban
uncuk mengisi dan menandatangan’ Beria Acara Hasil Pengassasan,

Apabila terjadi penolekan Wajb Pajak atas penampatan peralaten sebagaimana
wang dimaksud dalam Pasal 27 ayar (2], maka harus disertal Sural Pernyalaan
Fennlakan Pemasangan Komputer dan Line Telepon oleh Wajib Pajak,

Apabila dalamm melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang
dilakukan gokh Wajb Papk Pctugas Pemerjksa Pemerintah Daerah  akan
melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disclor tertinggi
dalarmn Masa Pajgk berjalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 2 (dua) kali jumlah pajk yang Lelah disetor terakhir.

BAB IX
KEBERATAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAN BANDING
Bagian Kesaru
Keberatan
Pasal &

Wajib Pajak depat mengajukan keberatan kepads Kepala Dacrah ataw Pejabar yang

dilunjuk atas suatu, SKPDKB, SKPDKET, SKPDLBE, SKPDN atau SPTPD atas Pajuk
Motel.

{1

Pasal 30

Penyelesalan keberatan atas Surat Kewsiapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, dilaksanakan oleh Kepala Daerah &tau Pejabat yang dituniuk  sesuai
dengan batas kewenangannya.

Permohonan keberatan yang digjukan Wajib Pajk harus memenuhl persyaratan

schaparl borthut

a, Permohonan dizjukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertar
alasan-alasan yang jelas;

b, Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan papk secara
jabatan, Wg)ib Fﬁjak harus dapat membukukan ketidakbenaran ketetapan
pajak tersebut;

<. Surat nermohonan keberatan ditandatangan’ oleh Wajb Pajak dan dalam hal
pommohonan keberatan  dikuasakan  kepacda pihak lain  harus  dengan

melampirkan surat kuasa,
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&1

(1)

(2

d, Suret permchonan keberatan harus diajckan unltuk sae Surar Ketetapan
Pajak dan untuk satl Masa Pajak atau Tehun Pajak dengan melampirkan
{atocopinya;

¢, Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak Surat Ketetapan Pajek diterima cieh Wajib Pajak, keccuali apabila
Wajibh Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipermahi karena diluar kekuasaznnya.

Wajlb Pajak yang melaksanakan pungutan Pajk 10% {sepuiub persen) tdak

ganal diberikan keringanan pajak, '

Pasal 31

Fengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayar (2], tidak dianggep scbaga: penpajuan keberaran sehungga
lidak, dipertimbangkan,

Dalany hal pengajuan kéh_:ratan yang Delum memenubn per$yaratan tetapi masih
delam jangka waktu sebagalmana cimaksud dalam Pasal 30 avat (2) hural e,
Kepale Badan dapat meminta Wajib Papk melengkapl persyaratan terasbut.

Pasza] 22

Fempzajuan keberatan tidek menunda kewajpban membayar pajak dan pcléksanaan
» .
per agihan pajak sesuai kéténtuan pératuran perundang-undangan yang berlaku,

(4

(2

(3)

{4

Fasal 23

Palam jangka walktu & [enam) bulan sejak tangeal Suratl Keberatan Pajak
diterima, Kepala Daerah ataw Pejabat yang ditunjuk harus member{lean

kepuiuisan atas keberatan yang digiukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam
Surat Keputusan Keberatan.

Burar Keputusan sebagainsna dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima
scluruhinya  ataw  sebagian menglak atau menambah  besarnya pajak  yang
terutang.

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tDdak memberikan jawaban, rmaka
keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Keputusan keberatan radak menghilangkan hak wajb Pajak untuk mengajukan

permohonan mengangsur pombayaran.,
-
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Pasal 3

Dalany hal syarat permohonan keberalan memerlukan pemedksaan lapangan, maka .

2.

(2

(1)

(2

{i)

{2

Fepala Daerah  atan Pejabat yang ditunjuk  memerintahkan petupas untuk
melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnva dituangkan datam Laporan Hasil
Permeriksaan;

Terhadap surat keberatan yang tidak memerluzan premerksaan lapangan, Kepala
Daerah, memerintahkan Kepala Badan Pendapatan dapal berkoordinasi untuk
mendapatikan masukan dan  peritmbangan  alas  keberatzn Wapb Pajpk dan
hasilnya dituangkan ‘dzlam  Leporan Hasil Hoordinasi Pembahasan Keberatan
Pajak. '

Pagal 35

Berdasarkan  Laporan Hasil Pemeriksaan atau  Laporan  Hasil  Koordinasi
Penbahasan Keberatan Pajok sebagaimana dimaksud dalam Pasat 34, Kepala
Badan membuat telaghan stal yang bensikan uraian pertimbangan dan penilnian
erhadap keberatan Wajib Pajak.

Berdasarkan telaahen stal sebagaimana dimaksud pada ayar (1), Kepala Daerah
menerbitkan Surat Keputusan Menolak menpgabulkan seluruhnys atau sebagian
Permohonan keberatan Wajib Pajek.

Pasal 35

Kepala Daerah, ates permohonan Wajin Pajak  dapat  membewlkan Surat
Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kegsalahan hitung danjfatay kekeliruarn dalem penerapan keweniuan  perdburan
perundang- Undangan yang berlaku,

Permeohenan  pembetulan sebagaimana' cimaksud pada  ayal (1) harus
chsampaikan secara ter{ulis ok Waih Pajak keépada Kepala Daernb alau Pejabat
yang dieunjuk  selambat-lambatnya 30 (tga puluh] han sciak tanggal diterimenyg

Sural Keputusan Keberatan dengan membenkan alasan vang jelas.

Baplan kedua
Keringanan dan pembebasan Pajak
Pasal 37

Wailb Pajek dapat mengajukan permehonan keringanan atau penibebasan Paphk
Hotel kepada Kepala Daerah |

Perrmohonan pengurangan, kerincanan atau pembebasan pajgpk harus diajukan
sccara  tertulis demgan menggunakar Dahasa [ndoncsia  scra melampirkan
[Mocopy  Kartl fanda  Penduduk  atau dontiias permohonan, lotocopy  Surak

Keteapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan sccara jelas.
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(3)

(4]

Atas permohonan pengurangan, keringaran atauw pembebasan pajk, Kepala
Badan atas nama Kepala Daerah melakukan penelitian mengenat  berkas
permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayal (2},

Atas telaahan dan pertimbangan dari Kepala Badan, Kepala Daerah menerbitikan
Surat Keputusan Menolak, mtngabulkan schuruhnya atau schbagian keberatan

Wajb Pajk.
Pasal 33

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 37 ayat (3)

diberikan  oleh Kepala Daerah arau Pejabat yvang duunjuk dapat  membenkan

pengurangan pajak unwmk setinggi-tingginya 53%  jlima puluby persen) dan  pokok.
pagak.

(1)

2}

{1}

(1)
[}

(3

Paszal 22

Permohonan keringanan pajak gebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
diberikan olch Kepala Dacrah atau Pejabet yang ditunjuk berupa pemberian
Angsuran pembayaran ‘pajak lerulang alau  penundaan  pembayaran pagk
Lerulang.

Pemberian keringanan psjek sebagaimansa dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan keadaan terlentu yong dialami Waib Pajak.

L
Bagian Ketigy
Banding
Pasal 40

Wajlb Pgjalke depat mengajukan psrmohonan banding kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenal keberatan yang ditstapkan oleh Kepala Daerah.

Permohonan sebagaimana dimeksud pada ayat {1} dizjukan secara tertulis dalam
Behasa Indenesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waldu paling lama 3
(lga) bulan sejak Keputusan Kcberatan ditérima dengan dilampirkan salinan
surat keputusan tersebut.

Pengajuan permohenan banding tdak menunda kewajban rmembayar pagak dan

pelaksanaan penagihan pajak.

Fazal <1

Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 {sami} Suran Banding.

Walh Pajak dapat mengajjukan Surat Permyotagn Pencabutan kepada Pengadilan
Pajalc.

Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dihapus dari Daftar
Sengketa dengan -
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ok

hanye

Penctapan Ketoa dalam Surat Permnyataan Pencabutan  diajukan  sebelum

sidang dilaksanakan;
Putasan majelis hakim/habkim tenggal melalul pemeriksasn dalam Surat

Pernyataan Pencabutan diajukan dalam swcang atas persetvjuan ferbanding.

Pasal 42

dar persyaratan sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 41, dalam hal banding

dapat diajukan apabila jumilzh pajak yang terutang dimaksud telah dibayar

sehesar A% (ima pulub pergeny,

Bab X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN

ATAL PENGURAMGAMN SANES] ADMINISTRAS
Pasal 43

1} Kepala Daerah atas permehonan Wapb Pajak atau Karena jabatannya dapat
membetulkan suatu SKPDKB, SBKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB, yang dalam

penerbitannya terdapdt kesalahan tulis, kesalahan hitung danjfawu kekeliruan

penerapan Peraturan Daerah.

(2) Velaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD. atus permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat [1} dilekukan sabg,gai barikyr

i,

Permohonan diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
dalarm jangka waktu 3 (tiga] bulan setelah Burat Ketetapan Peajak sebagaimana
dimaksud pade ayat (1) diterima, keecuali apablla Wajib Pajak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya;

Ternadap SKPDKB, SKPDKBT atauw STPD yang akan dibctulkam Daik karena
jabatan atBu atads permohonan Wajib Pajek aias kesalanan hilung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan Peraiuran _ll'?"r::-.-mh:

Apabila dari hasil penchitian schagaimana dimaksud pada buruf D ternyata
terdapat kesalahan hitung danjfatau kekeliruan dalam penerapan Peraturan
Daeralh maks SKPDKB, SKPDKBT atau  STPDr  tersebut dibetulkan
sebagaimana méstinya; _
Pemmbetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada
huraf © dilakukan dengan menerbitkan  Surat  Keputusan Pembetulan
Ketetapan Pajak atau SKPKP oleh Kepala ['_;ﬁaerah;

Surat Keputusan Pemberulan Keaelapan Pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambal 3 (liga] hari
kerja sejak diterbitkan;



.

{1

i)

{. Surat Keputusan Pembetulan Keietapan Pajak harus dilunas @ dalam jangka
waktu paling lambat 30 {tiga puluh} hari segk diterbitkan;

g Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketstapan Pajak maka
SKFDKE, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sabagai arsip
dalzm administrasi per pajakan,

h. SKFDKB, SKPDKEBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagan  arsip
sebagaimana dimaksud pada hurul g harus diberi tanda silang dan paraf
SCria dicancumkaﬁ kata “ Dibualalkar,

. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditelak maka Kepala Badan segera
menerbitkan Surat Kepurusan Penclaken Pembetulan SKPDKE, SKPDKBT
atau STPD,

Pasal 44

Kepala Daerah, atas permohonan Walb Pajak dapat mengurangkan atau
menghapus sanL_csi administrasi berupa hunga, dends dan / atau kenaikan pajak
yang lerutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karema kekhilafan Wajib
Pajale atau bukan karena kKesalahanmya.

Pergurangan atéu penghapusan sanksi administras’ berupa bunga, denda dan

kenaikan pajak terutang sebagaimara dimaxsud pada eyat {1), dapat dilakukan

lerhadap:

& Sanksl adminiswrasi berupa bunga disebabken keterlambatan pembaysaran
pada Masa Pajk;

b. Sanksi administrasi berupa bunge, dengda dan/fatau kenaikan pajak dalam
Surat Keterapan Pajak Dacsrah.

Tala cara pengurRngln Btau pengh8pusan sanksi adminisirasi berupa bunga

danfatau denda disebablian Ketgriambatan pembayaran pada Masa Paupk

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut

a. Wajib Pajak mengajukan permehonan pengurangan atau penghapusan secara
terrulis kepadue Kepala Daersh arau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu
paling lama 7 (tujul} har setelah jatuh lempo pembayaran pajak terutang,
kecuali apablla Wajib Pajak dapat menunjukan jangka wakiu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar Kekuasaannya;

b. Surat permohonan sebagaimanas dimaksud  pada hwrul a2 haras
mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajalk
atau bukan Karena kesalahanﬁya dan melampirkan 38PD yang telah diisi dan
ditandatangani Wajib Pajak;

¢, Terhadap permohonan yang ditolak, Kepada Dacrah atau Pejabat yang
ditigmijulk :
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1) Menerbitkan STPD aras pengenaan sanksi administrasi berupa bunga
atau;

7 Menulis catatanf/Keterangan pada sarana pembayaran  S5PD yang
menerengican bahwa polok papk dibayar beserta sanksi administrasi
berupa bunga sebasar 2%  (dua persen) perbulan untuk kemudian
dibubuhi tanda tangan Kepala Daerah sclanjutnya menerbitkan STPD
yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% [dua persen)

i dirnaksud.-. .

d. Terhadap permohonan yang disetujul ataw kaena jabétan berdasarkan alasan
yang dapat diterima, Kepala Daerah mengurangkan arau menghapus sanksi
administrasi bunga atau denda akibat keterlarnbatan pembayaran pada Masa
Pajak dengan cara manuliskan catatan/kelgrangan pada sarana pembayaran
S5PD yang ditandatangan: Kepala  Daerab;  bahwa sanksi  tersebut
dikurangkan arau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas
Kepala Badan;

c. Wajib Pajek melakukan pembayaran pajak dalarn waktu 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam sejak disetyuinya permohonan Lersebut pada hural d;

. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk

. 1] Menuliskan catatan/Keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa
sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
kemudian dibubuhi tanda angan dén nema jelas Kepals Daerah  atau
Pejabau yang ditunjuk;

2] Menerbitkan STFD atas pengeéndan sanks: DUNRS Lorse bDul,

{4 Pengurengan atau penghApusan sanksi wdmimsirasi berupa bunga, aenda
dan/ atau. kenaikan pajek dalam Surat Ketecapon Pajak atau. Surat Tagihan Pajak
Dacrah [STPD) sebapgaimana dimaksud pada ayal (2) burul b, dilakukan scbagai
berikout :

a. Wajib Papk mengajukan permohonan secars tertulis kKepada Kepala Daerah
atau Pejabal yang ditunjuk, dalam jangka waktu 4 {empat] bulan sejak Surat
Ketetapan Fajak diterima aleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wanb Pajk dapat
menunjukan bahwa jangka wakiu tersebut tidax dapat dipenuhi  karena
keadaan diluar kekuasaannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a haros mencatumkan
alasan yang jelas serta melampirkan :

1} Surat Pernyataan Hekhilafan Wajb Park amu bukan  karena

kesalahannya,




2 Surar ketetapan Pajak yarg menctapkan adanva kenaikan pajak terutang,

{9) Berdasarkan surat permohcnan sebagaimena dimaksud pada ayat (3) hurul b,
Kepala Badan atas nama Kepala Dacrah  segera  melakukan  penelitian
admimstras] tentang Kebenaran dan alasan Wagnb Pajak maupun lampirannya
sebagaimana dimaksuad pada ayat (4) hurul b

(6) Terkadap pengurangan atau penghapusan sankst admimistras: karena jabatan,
penilitian administras) dilakukarn sesual deppan perrmmntaan Kepala Daerah atas
usulan dari Pejabat yvang ditunjuk.

(7) Atas dasar hasil penelitian adminustrasi sebagamana dimaksud pada ayat (9
atau ayat (6), Kepala Badan Pencapaian Daerah membuat tclaghan pertimbangan
ales pengurangan atal penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan
persetujlan aau penoclakan dari Kepala Daeran.

i8]  Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayag [7) disetuju
maka Kepala Dacrah memberikan pengurangan atau penghapusan  sanksi
administrasl berupa bunga atav denda dan/atau kepaikan pajek lerutang yang
tercantum dalam Surat ketstapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Daerah(STPD)
yang telah diterbitkan, dengan esra menerbitkar Surat Keputusan Pengurangan
dan Penghapusan Sanksi Adrinistrasi scbapui pengganti Surat Ketetapan Pajak
atau Surat Tagihan Pajgk Daerah (8TPD} sermule, scrta  ditan datangani oleh
Kepala Daerah. _

(9] Dealam hal telaakan pertimbargan schageimana dimaksud pada ayar [8) ditolak
maka E:.:cpa.la Daerah menerbitkan Surat Kecputuisan Penolakan Pengurangan dan
Fenghapusan Sanksl Administras! yang ditandawangani oleh Kepala Daerah dan
Wajib Pajalk melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 {tujuh) hari setelah
menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi,

BAB X
PENGEMBALIAN KELERIMAN PEMBAYARAN
Pasal 45

1] Walib Pajgk dapat mengajukan permohoran  pengembalian atas kelebihan
pemmbayaran pajak kepada Kepala Daerah.

(22  Pengembzlian kelebihan pembayaraﬁ ‘sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
discbabkan adanya kclebihan pembayaran pajak vang telah disetorkan ke Kas
Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendupatan Dacrah berdasarkan :

a. Perhitungan dari wajb Pajak;
b, Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan
¢an Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan alau Pengbapusan Sanksi

Administrasi:



(7]

¢, Putusan Banding atau Putusan Peninjauvan Kembali;

d. Kebi)akan pemberian pengurangan, <eringanan danjatau pembebasan pajak
berdasarkan keteatuan peraturan perundangundangan.

Alas permohonan Wajilb Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Kepala

Dazrabh meénunjuk Kepala Badan segeras mengadakan penelinan atau

pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran papk dan pemenuhan

kewaliban pembayaran Pajak Dacrah oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Eepala Daerah

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejk dienmanya permohonan

harus memberikan keputusan.

kelebihan permbayvaran Papk yang sudah disetor dapat dikemibalikan kepada

Wajik Pajak atau penangguang pajak melalw pestitus) dengan cara.

2. Wajib Pajrk arau penangmung pajek menpgajukan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seears terlufs yang dibubuhi materal  cukup,
paling lambat 3 (tiga} bulan sejak saau timbulnya Kelebjhan pembayaran
pajak, dengan melampirkan dokumen :

1} Tdentitas penduduk/KTP pemohon;

2) SPTPD untuk Masa Peak yang menjadi dasar pernohonan;
3] Asl Landa bukl pembayaran pajak,

4) Urajan perhitungan pajek menurut Wajib Pgjak.

I Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerime Surat Kevetapan Papk
Dacrah Lebih Bayar (SKPDLEB), Kepaln Duverah atau Pejabst yang ditunjuk
ménertbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebthan Pgjak Dacrah dan Surat
Perintah Membayar Uang [SPMU);

¢ HKae Dasrgah mengembalik@n kelebihan pembayaran psajak sesurl  Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU).

Apabila wajib Pajgk mempunyal uteng pajEk lainnya, kelebihan pembayaran
pajek langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih daluwlu utang pajak
terse but,

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperbilungkan dengan utang pajak lamnya
sebagm"mana dima;ksud pada ayal (&), pembayaran dilakukan dengan carma

pemindabbukuan dan  buku pemindahbukuan juga beriaku  sebagal bukt
pembayaran,
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BaB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.
Agorrelaporan g mengetahumnga, memerintakkan pengurdangan Peraluran Bupati ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Malukys Tengah.

Dir seovmliarn df Masohy |

:_I;}‘E'@__a tangpal 26 ME 2018
2,
REATI MALUKU TERC AH £

P

Nmdangkan d Magoh;
pada langgal 26 M 18

[ PENIABAT SEKRETARIS NACRAH
& MALUKU TENCAH,

e P o
RAKE SaRUBAWA
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